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ABSTRAK 

Muhammad Mu‟izzurrafi‟, 12103183020, Pengawasan Inspektorat Terhadap 

Pemerintah Kabupaten Jombang (Studi Kasus di Inspektorat Kabupaten 

Jombang), Program Studi Hukum Tata Negara, FASIH UIN Sayyid Ali 

Rahmatullah Tulungagung 2023, Pembimbing Yusron Munawir, S.H.I, 

M.H. 

Kata kunci: pengawasan inspektorat, problem, pemerintah daerah 

 

Penelitian ini membahas masalah pengawasan Inpektorat terhadap 

pemerintah kabupaten Jombang dan juga mengenai problem yang dihadapi oleh 

lembaga Inspektorat Kabupaten Jombang serta solusi dari permasalahan tersebut. 

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kasus korupsi yang pernah menjerat 

bupati Jombang pada tahun 2018, yang kemudian peneliti memiliki pertanyaan 

apakah pada wilayah hukum Kabupaten Jombang ada lembaga yang bertugas 

untuk mengawasi jalannya urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah daereah, dan ternyata peneliti menemukan lembaga Inspektorat 

Kabupaten Jombang ini. Kemudian pada tugas dan fungsi pokok dari Inspektorat 

khususnya Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan 

Kesejahteraan Sosial ditemukan adanya 3 poin yang saling berkaitan satu sama 

lain dalam hal pengawasan terhadap pemerintah daerah. Ketiga poin tersebut 

tercantum dalam Peraturan Bupati Jombang No. 63 Tahun 2020 pasal 13 ayat 2 

poin a, b, dan m. Dimana poin a menunjukan tugasnya sebagai pelaksana 

pengawasan, poin b menunjukan tugasnya sebagai pengawal pelaksanaan 

reformasi birokrasi dan poin m menunjukan tugasnya sebagai perumus kebijakan 

teknis pengawasan. 

Penelitian ini berbasis penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode 

penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan kualitatis. Metode penelitian 

kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada data-data yang 

ditemukan di lapangan secara langsung. metode ini digunakan untuk menggali 

informasi sebagai bahan penelitian yang sumbernya didapatkan melalui perilaku 

verbal manusia ataupun kejadian nyata yang terjadi di lapangan berdasarkan 

fakta-fakta empiris yang ditemukan oleh peneliti pada saat observasi. 

Adapun penelitian ini berfokus pada rumusan masalah pada penelitian ini, 

pertama yakni berkaitan dengan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi dari 

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial 

Sosial yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang No. 63 Tahun 2020 Pasal 

13 ayat (2) poin a,b dan m telah dilaksanakan secara optimal atau belum. Kedua 

mengenai problem yang menghambat jalannya proses pengawasan yang dilakukan 

oleh Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan 

Sosial terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang. Dan yang ketiga, terkait 

pandangan fikih siyasah mengenai pengawasan terhadap pemerintah daerah. 

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan 

kualitatif. Sedangakan untuk teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi, 

wawancara, dan juga dokumentasi. 
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Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa: 1). Inspektorat Kabupaten 

Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasannya telah 

dilaksanakan dengan cukup optimal karena telah mendapatkan penilaian 

kapabilitas APIP level 3 (Integrated) dan juga karena masih ditemukan adanya 

kekurangan yakni belum dapat melaksanakan tugas pengawasan secara 

menyeluruh, karena dalam pelaksanaan pengawasannya masih didapati adanya 

instansi pemerintahan yang belum dilakukan pengawasan selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut. 2). Problem yang biasanya ditemukan oleh Inspektorat khususnya 

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial 

adalah berupa kendala administrasi dan juga sumber daya manusia yang dimiliki 

oleh desa. Dimana data yang diberikan oleh objek pengawasan kurang lengkap 

sehingga harus diberikan waktu tambahan untuk menyiapkan segala macam data 

yang diminta oleh Inspektorat yang akhirnya memperlambat jalannya proses 

pemeriksaan. Dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa sendiri memiliki 

kompetensi yang kurang dalam melaksanakan tugasnya juga menjadi salah satu 

kendala yang dihadapi oleh Inspektorat. Selain Itu, sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh Inspektorat sendiri juga menjadi suatu kendala bagi Inspektorat 

karena dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat saai ini 

belum dapat melakukan pengawasan secara menyeluruh. Sebelum tahun 2020, 

Inspektorat Kabupaten Jombang juga memiliki problem yang cukup penting 

dikarenakan dalam peraturan mengenai fungsi dari Inspektur Pembantu Bidang 

Pemerintahan, Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial mengalami tumpang tindih. 

Namun problem tersebut telah diselesaikan pada tahun 2020 dengan 

diterbitkannya Peraturan Bupati Jombang No. 63 Tahun 2020 Tentang 

Kedudukan, Susunan Orgnisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja 

Inspektorat Kabupaten Jombang. 3). Dalam persepktif fikih siyasah, pengawasan 

yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang ini termasuk dalam konsep 

hisbah yang dikemukakan oleh Al-Mawardi yaitu memerintahkan berbuat 

kebaikan jika kebaikan itu ternyata tidak dikerjakan, dan melarang kemungkaran 

jika ada tanda-tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan. Ditinjau dari Al-Qur‟an 

adanya lembaga Inspektorat ini selaras dengan maksud QS. Ali Imron ayat 104 

yang artinya berbunyi : Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang 

menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma‟ruf dan mencegah dari 

yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Yang dimaksud sebagai 

segolongan umat itulah disamakan dengan lembaga Inspektorat Kabupaten 

Jombang. 
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ABSTRACT 

Muhammad Mu'izzurrafi', 12103183020, Oversight of the Inspectorate of the 

Jombang Regency Government (Case Study in Inspectorate of Jombang 

Regency), Constitutional Law Study Program, FASIH UIN Sayyid Ali 

Rahmatullah Tulungagung 2023, Advisor Yusron Munawir, S.H.I, M.H. 

Keywords: inspectorate supervision, problems, local government 

 

This study discusses the problems of the Inspectorate's supervision of the 

Jombang district government and also the problems faced by the Jombang District 

Inspectorate and the solutions to these problems. This research was motivated by 

the existence of a corruption case that had ensnared the Jombang regent in 2018, 

which then the researcher had a question whether in the jurisdiction of Jombang 

Regency there was an institution tasked with supervising the course of 

government affairs carried out by the regional government, and it turned out that 

researchers found the Jombang Regency Inspectorate institution this. Then in the 

main duties and functions of the Inspectorate, especially the Assistant Inspector 

for Governance, Economy and Social Welfare, it was found that there were 3 

points that were interrelated with each other in terms of supervising local 

governments. These three points are listed in Jombang Regent Regulation No. 63 

of 2020 article 13 paragraph 2 points a, b, and m. Where point a denotes his duties 

as executor of supervision, point b denotes his duties as a guardian of the 

implementation of bureaucratic reforms and point m denotes his duties as 

formulator of supervisory technical policies. 

This research is based on qualitative research. Researchers use empirical 

legal research methods using a qualitative approach. Qualitative research method 

is a research method based on data found in the field directly. This method is used 

to dig up information as research material whose source is obtained through 

human verbal behavior or real events that occur in the field based on empirical 

facts found by researchers during observations. 

This research focuses on the formulation of the problem in this study, first 

which is related to whether the implementation of the duties and functions of the 

Assistant Inspector for Governance, Economics and Social Welfare as stated in 

the Jombang Regent Regulation No. 63 of 2020 Article 13 paragraph (2) points a, 

b and m have been implemented optimally or not. The second concerns problems 

that impede the supervision process carried out by the Assistant Inspector for 

Governance, Economy and Social Welfare of the Regional Government of 

Jombang Regency. And third, related to the views of siyasa fiqh regarding 

supervision of local government. This study uses empirical legal research with a 

qualitative approach method. As for the data collection techniques by means of 

observation, interviews, and also documentation. 

The results of this study can be seen that in carrying out its main tasks and 

supervisory functions:1.) The Jombang District Inspectorate carries out its main 

tasks and supervisory functions optimally but there are still deficiencies that have 

not been able to carry out it as a whole. 2.) Then regarding the problems faced by 
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the Inspectorate, especially the Assistant Inspector for Governance, Economics 

and Social Welfare. The problems that are usually found are in the form of 

administrative constraints as well as human resources owned by the village. 

Where the data provided by the object of supervision is felt to be incomplete so 

that additional time must be given to prepare all kinds of data requested by the 

Inspectorate which ultimately slows down the inspection process. Furthermore, 

from the human resources owned by the village, which lack competence in 

carrying out their duties, this is also one of the obstacles faced by the Inspectorate. 

Apart from that, the human resources owned by the Inspectorate itself are also an 

obstacle for the Inspectorate because with the number of human resources 

currently owned by the Inspectorate, they cannot carry out overall supervision. 

Then before 2020 the Jombang Regency Inspectorate also had quite an important 

problem because the regulations regarding the functions of the Assistant Inspector 

for Governance, Economy and Social Welfare experienced overlapping. However, 

this problem was resolved in 2020 with the issuance of Jombang Regent 

Regulation No. 63 of 2020. 3.) Then, when viewed from the point of view of 

siyasa fiqh, the supervision carried out by the Jombang Regency Inspectorate is 

included in the concept of hisbah put forward by Al-Mawardi which reads 

(commands to do good if the good turns out to be not done, and forbids evil if 

there is a sign -a sign that the munkar was committed) and when viewed from the 

Al-Qur'an the existence of an Inspectorate institution is in line with the intent of 

QS. Ali Imron verse 104 which means: And let there be a group of people among 

you who call for virtue, order those who are good and prevent those who are evil, 

they are the lucky ones. What is meant by a group of people is equated with the 

Jombang Regency Inspectorate institution. 
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تحليل لائحة  (ريجنسي جومبانج، إشكالية إشراف مفتشية حكومة محمد معزرفع ،
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، سيد علي رحمة الله تولونغاغونغ  الإسلامية الدولة جامعة الشرعية والعلوم الشريعة

 .القانون في ماجستير، الإسلامية الشريعة بكالوريوس ، مناور يسرونالمشرف 

 المحلي الحكم ، المشاكل ، المفتشية إشراف: المفتاحية الكلمات

 

ٚوزٌه اٌّشبوً اٌزٟ  عِٛجبٔظرٕبلش ٘زٖ اٌذساسخ ِشبوً إششاف اٌّفزش١خ ػٍٝ حىِٛخ ِٕطمخ 

وبْ اٌذافغ ٚساء ٘زا اٌجحش ٘ٛ ٚعٛد لض١خ فسبد . ٚاٌحٍٛي ٌٙزٖ اٌّشبوً عِٛجبٔظرٛاعٙٙب ِفزش١خ ِٕطمخ 

، ٚاٌزٟ رسبءي اٌجبحش ثؼذ رٌه ػّب إرا وبْ ٕ٘بن فٟ ٚلا٠خ فٟ ػبَ  عِٛجبٔظٚلؼذ فٟ ششن اٌٛصٟ 

ِؤسسخ ِىٍفخ ثبلإششاف ػٍٝ ِسبس اٌشؤْٚ اٌحى١ِٛخ اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب حىِٛخ إل١ّ١ٍخ ،  س٠غٕسٟ عِٛجبٔظ

صُ فٟ اٌّٙبَ ٚاٌّٙبَ اٌشئ١س١خ . ٘زٖ عِٛجبٔظ س٠غٕسٟ ِفزش١خٚارضح أْ اٌجبحض١ٓ ٚعذٚا أْ ِؤسسخ 

ٌٍّفزش١خ ، ٚلا س١ّب ِسبػذ اٌّفزش ٌٍحٛوّخ ٚالالزصبد ٚاٌشػب٠خ الاعزّبػ١خ ، ٚعذ أْ ٕ٘بن صلاس ٔمبط 

 ِفزش١خ٘زٖ إٌمبط اٌضلاس ِذسعخ فٟ لائحخ . ِزشاثطخ ف١ّب ث١ٕٙب ِٓ ح١ش الإششاف ػٍٝ اٌحىِٛبد اٌّح١ٍخ

ػٕذِب رش١ش إٌمطخ أ إٌٝ . ، إٌمبط أ ، ة ، َ، اٌفمشح   ۱٣، اٌّبدح ٢٠٢٠ ٌؼبَ  ٦٣سلُ  عِٛجبٔظ س٠غٕسٟ

ٚاعجبرٗ وّٕفز ٌلإششاف ، فئْ إٌمطخ ة رش١ش إٌٝ ٚاعجبرٗ وٛصٟ ػٍٝ رٕف١ز الإصلاحبد اٌج١شٚلشاط١خ 

. ٚإٌمطخ َ رش١ش إٌٝ ٚاعجبرٗ وّصٛؽ ٌٍس١بسبد اٌف١ٕخ الإششاف١خ

٠سزخذَ اٌجبحضْٛ طشق اٌجحش اٌمبٟٔٛٔ اٌزغش٠ج١خ ثبسزخذاَ . ٠ؼزّذ ٘زا اٌجحش ػٍٝ اٌجحش إٌٛػٟ

. طش٠مخ اٌجحش إٌٛػٟ ٟ٘ طش٠مخ ثحش رؼزّذ ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌّٛعٛدح فٟ اٌّغبي ِجبششح. ٔٙظ ٔٛػٟ

رسزخذَ ٘زٖ اٌطش٠مخ لاسزخشاط اٌّؼٍِٛبد وّٛاد ثحض١خ ٠زُ اٌحصٛي ػٍٝ ِصذس٘ب ِٓ خلاي اٌسٍٛن 

اٌٍفظٟ اٌجششٞ أٚ الأحذاس اٌحم١م١خ اٌزٟ رحذس فٟ اٌّغبي ثٕبءً ػٍٝ اٌحمبئك اٌزغش٠ج١خ اٌزٟ ٚعذ٘ب اٌجبحضْٛ 

. أصٕبء اٌّلاحظبد

٠شوز ٘زا اٌجحش ػٍٝ ص١بؿخ اٌّشىٍخ فٟ ٘زٖ اٌذساسخ ، ٚاٌزٟ رزؼٍك أٚلاً ثّب إرا وبْ رٕف١ز 

 ٚاعجبد ٚٚظبئف ِسبػذ اٌّفزش ٌٍحٛوّخ ٚالالزصبد ٚاٌشػب٠خ الاعزّبػ١خ وّب ٘ٛ ِزوٛس فٟ لائحخ

إٌمبط أ ، ة ، َ ػٍٝ إٌحٛ الأِضً أَ ( )اٌفمشح   ۱٣اٌّبدح رُ رٕف١ز ٢٠٢٠ ٌؼبَ  ٦٣سلُ  س٠غٕسٟ عِٛجبٔظ

ٚاٌضبٟٔ ٠زؼٍك ثبٌّشبوً اٌزٟ رؼ١ك ػ١ٍّخ الإششاف اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب ِسبػذ اٌّفزش ٌشؤْٚ اٌحىُ ٚالالزصبد . لا

ٚصبٌضبً ، ٠زؼٍك ثآساء اٌس١بسخ اٌفم١ٙخ فٟ الإششاف . ٚاٌشػب٠خ الاعزّبػ١خ فٟ حىِٛخ ِٕطمخ عِٛجبٔؾ س٠غٕسٟ

أِب ثبٌٕسجخ ٌزم١ٕبد . رسزخذَ ٘زٖ اٌذساسخ اٌجحش اٌمبٟٔٛٔ اٌزغش٠جٟ ثؤسٍٛة ٔٙظ ٔٛػٟ. ػٍٝ اٌحىُ اٌّحٍٟ

 .عّغ اٌج١بٔبد ِٓ خلاي اٌّلاحظخ ٚاٌّمبثلاد ٚاٌزٛص١ك

رمَٛ  .)   ٠ّىٓ ِلاحظخ ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساسخ أٔٗ فٟ رٕف١ز ِٙبِٙب اٌشئ١س١خ ٚٚظبئفٙب الإششاف١خ

ثزٕف١ز ِٙبِٙب اٌشئ١س١خ ٚٚظبئفٙب الإششاف١خ ػٍٝ إٌحٛ الأِضً ٌٚىٓ لا رزاي ٕ٘بن  عِٛجبٔظِفزش١خ ِٕطمخ 

صُ ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّشىلاد اٌزٟ رٛاعٙٙب ١٘ئخ اٌزفز١ش ٚلا س١ّب  . .أٚعٗ لصٛس ٌُ رزّىٓ ِٓ رٕف١ز٘ب وىً

اٌّشبوً اٌزٟ رٛعذ ػبدح فٟ شىً ل١ٛد إداس٠خ . اٌّفزش اٌّسبػذ ٌٍحٛوّخ ٚالالزصبد ٚاٌشػب٠خ الاعزّبػ١خ

ػٕذِب ٠ىْٛ ٕ٘بن شؼٛس ثؤْ اٌج١بٔبد اٌزٟ ٠مذِٙب ِٛضٛع . ٚوزٌه اٌّٛاسد اٌجشش٠خ اٌزٟ رٍّىٙب اٌمش٠خ

الإششاف ؿ١ش ِىزٍّخ ، ٌزٌه ٠غت إػطبء ٚلذ إضبفٟ لإػذاد ع١ّغ أٔٛاع اٌج١بٔبد اٌزٟ رطٍجٙب ١٘ئخ اٌزفز١ش 

ػلاٚح ػٍٝ رٌه ، ِٓ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ اٌزٟ رّزٍىٙب اٌمش٠خ ، . ٚاٌزٟ رؤدٞ فٟ إٌٙب٠خ إٌٝ إثطبء ػ١ٍّخ اٌزفز١ش

ثصشف إٌظش . اٌزٟ رفزمش إٌٝ اٌىفبءح فٟ أداء ٚاعجبرٙب ، فٙزٖ ٟ٘ أ٠ضبً إحذٜ اٌؼمجبد اٌزٟ رٛاعٗ اٌّفزش١خ

ػٓ رٌه ، فئْ اٌّٛاسد اٌجشش٠خ اٌزٟ رّزٍىٙب ١٘ئخ اٌزفز١ش ٔفسٙب رشىً أ٠ضًب ػمجخ أِبَ اٌّفزش١خ لأٔٗ ٔظشًا 

، ٢٠٢٠ صُ لجً ػبَ . ٌؼذد اٌّٛاسد اٌجشش٠خ اٌزٟ رّزٍىٙب حب١ٌبً اٌّفزش١خ ، لا ٠ّىٕٙب اٌم١بَ ثبلإششاف اٌؼبَ

أ٠ضًب ِشىٍخ ِّٙخ لأْ اٌٍٛائح اٌّزؼٍمخ ثٛظبئف ِسبػذ اٌّفزش ٌٍحٛوّخ  س٠غٕسٟ عِٛجبٔظٚاعٙذ ِفزش١خ 

ثئصذاس  ٢٠٢٠ ِٚغ رٌه ، رُ حً ٘زٖ اٌّشىٍخ فٟ ػبَ . ٚالالزصبد ٚاٌشػب٠خ الاعزّبػ١خ شٙذد رذاخلًا 
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 صُ ، ػٕذ إٌظش إ١ٌٙب ِٓ ٚعٙخ ٔظش س١بسخ  .٢٠٢٠ ٌؼبَ ٦٣سلُ  عِٛجبٔظ اٌّززٚط ؿ١ش اٌٛصٟلائحخ 

فٟ ِفَٙٛ اٌحسجخ اٌزٞ طشحٗ اٌّبٚسدٞ  س٠غٕسٟ عِٛجبٔظاٌفمٗ ، رُ رض١ّٓ الإششاف اٌزٞ رمَٛ ثٗ ِفزش١خ 

ػلاِخ أْ - أٚاِش ٌفؼً اٌخ١ش إرا رج١ٓ أْ اٌخ١ش لا ٠زُ ، ٚرحش٠ُ اٌشش إرا وبٔذ ٕ٘بن إشبسح )اٌزٞ ٠مشأ 

ػٍٟ . SQٚػٕذِب ٠ُٕظش إ١ٌٗ ِٓ اٌمشآْ ، فئْ ٚعٛد ِؤسسخ رفز١ش١خ ٠زّبشٝ ِغ ِمصذ ( إٌّىش لذ اسرىت

١ٌٚىٓ ث١ٕىُ عّبػخ ِٓ إٌبس رذػٛ إٌٝ اٌفض١ٍخ ، ٚرؤِش ثبٌخ١ش ، ٚرغٕت اٌشش ، : ِٚؼٕبٖ إِشْٚ ا٠٢خ 

ٚعٛد ِؤسسخ . عِٛجبٔظ ِٕطمخ ِفزش١خ ِب رؼ١ٕٗ ِغّٛػخ ِٓ الأشخبص ٠ؼبدي ِؤسسخ. فُٙ اٌّحظٛظْٛ

١ٌٚىٓ ث١ٕىُ عّبػخ ِٓ إٌبس رذػٛ إٌٝ : ِٚؼٕبٖ ۱٠٤ػٍٟ إِشْٚ ا٠٢خ . SQرفز١ش١خ ٠زّبشٝ ِغ ِمصذ 

ِب رؼ١ٕٗ ِغّٛػخ ِٓ الأشخبص ٠ؼبدي ِؤسسخ . اٌفض١ٍخ ، ٚرؤِش ثبٌخ١ش ، ٚرغٕت اٌشش ، فُٙ اٌّحظٛظْٛ

: ِٚؼٕبٖ ۱٠٤ػٍٟ إِشْٚ ا٠٢خ . SQٚعٛد ِؤسسخ رفز١ش١خ ٠زّبشٝ ِغ ِمصذ . اٌّفزش١خ س٠غٕسٟ عِٛجبٔظ

ِب رؼ١ٕٗ . ١ٌٚىٓ ث١ٕىُ عّبػخ ِٓ إٌبس رذػٛ إٌٝ اٌفض١ٍخ ، ٚرؤِش ثبٌخ١ش ، ٚرغٕت اٌشش ، فُٙ اٌّحظٛظْٛ

 .عِٛجبٔظ ِٕطمخ ِفزش١خ ِغّٛػخ ِٓ الأشخبص ٠ؼبدي ِؤسسخ

 


